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ABSTRAK 

 

Shufie Afira Putri IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  

18042198           PERMUKIMAN BERDASARKAN RENCANA TATA  

 RUANG WILAYAH (RTRW) DI KECAMATAN     
 PADANG TIMUR KOTA PADANG 

 

Kota Padang adalah salah satu kota di Indonesia yang mengalami kepadatan 
penduduk. Menurut Badan Statistik Sumatera Barat (2021), Kota Padang menjadi 

kota terpadat ke-1 di Sumatera Barat. Jumlah penduduk di Kota Padang pada 

tahun 2021 yaitu sebanyak 913.448 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan 

penduduk yang pesat sekarang ini. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang 

pesat sekarang ini. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

2010-2030. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah 

Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur 

Kota Padang, faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan 

Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur 

Kota Padang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang diuji 

keabsahannya menggunakan triangulasi data sumber, kemudian analisis data 

dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Padang 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Padang 2010-2030 dalam pengembangan sistem permukiman di Kecamatan 

Padang Timur Kota Padang dilakukan dengan penyebarluasan informasi penataan 

ruang kepada masyarakat, adanya izin pemanfaatan ruang dan musrenbang 

sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum terlaksana sebagaimana 

mestinya yakni pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada 

masyarakat yang belum terlaksana secara merata dan tingkat kesadaran dan 

tanggung jawab masyarakat yang masih rendah. Implementasi ini dapat berjalan 

karena adanya faktor pendukung berupa sumberdaya yang kompeten dan fasilitas 

yang memadai. Serta faktor penghambat berupa; sumberdaya manusia yang 

terbatas dalam pelaksanaan kebijakan, terbatasnya dana yang tersedia dan 

peningkatan jumlah penduduk. 

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), Kota Padang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Secara global, dunia menunjukkan fenomena bahwa peningkatan 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bukan lagi memberikan cerminan 

terjadinya peningkatan pembangunan di suatu negara, bahkan saat ini dunia 

diresahkan dengan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang 

berpengaruh terhadap ketersedian lahan, kesenjangan sosial masyarakat, 

kriminalitas, merosotnya fungsi lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan 

global. Untuk mengatasi beragam masalah terutama masalah perkotaan dan 

dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah perencanaan tata 

ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang 

dapat mempengaruhi keberlanjutan proses pembangunan kota (Budihardjo 

dan Sudjarto, 2005:18) dalam (Adianti, 2020). Perencanaan tata ruang kota 

sebagai pengatur kualitas ruang agar sesuai dengan potensinya dan sebagai 

pengendali pertumbuhan dan perkembangan kota agar sesuai dengan daya 

dukungnya. 

Adanya peningkatan jumlah penduduk menuntut setiap negara untuk 

siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup masyarakatnya baik 

perkotaan maupun perdesaan tidak terkecuali di Indonesia. Menurut 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dalam Kemendagri, 

2021), “Jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2021 tercatat sebanyak 
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272,23 juta jiwa dengan rincian sebanyak 137,52 juta jiwa berjenis kelamin 

laki-laki dan sebanyak 134,71 juta jiwa berjenis kelamin perempuan.” 

Melihat tingginya jumlah penduduk Indonesia, perencanaan tata ruang 

wilayah perkotaan harus lebih menjadi perhatian pemerintah. Tata ruang yang 

dinamis tetap memperhatikan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup 

sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berlandaskan 

pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sesuai Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota adalah pusat 

konsentrasi permukiman dan aktivitas penduduk. Sebagai pusat konsentrasi 

penduduk, maka kota menjadi pusat inovasi kehidupan di perkotaan. Kota 

berperan penting dan sangat dominan dalam penghidupan dan kehidupan 

masyarakatnya baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, maupun tatanan 

kebudayaannya. 

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga tengah 

menghadapi berbagai fenomena pembangunan baik nasional maupun daerah 

dalam pemerataan dan pertumbuhan. Pemerataan dan pertumbuhan adalah 2 

(dua) aspek penting yang sejalan dengan proses pembangunan yang sedang 

dilakukan. Menurut Rustian Kamaluddin (1991) dalam (Eliza, 2013), bahwa 

kebijaksanaan nasional dalam pembangunan diarahkan untuk mencapai 

Trilogi Pembangunan, yaitu: (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasil 

yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, (2) 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) stabilitas nasional yang 
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sehat dan dinamis. Ketiga unsur Tripologi Pembangunan ini saling berkaitan 

dan saling memperkuat satu sama lain. 

Dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sebagai bentuk pembangunan 

berkelanjutan, diperlukan penataan ruang dan wilayah perkotaan terkhususnya 

pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Daya dukung lingkungan hidup 

adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya dan Daya 

tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 

menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan 

ke dalamnya. 

Permasalahan yang umum terjadi di wilayah perkotaan tidak saja 

karena kota yang di bangun dan tumbuh secara alami, namun karena kota 

telah mengalami pertumbuhan yang pesat, bahkan lebih pesat daripada 

konsep tata ruang yang telah ditetapkan. Permasalahan penataan ruang dan 

wilayah terkhususnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah 

menjadi masalah umum di berbagai kota-kota besar di Indonesia, seperti : 

Pertama, di Kota Kediri, daya tampung untuk permukiman berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah melewati batas karena 

peningkatan jumlah penduduk dan tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan 

yang bersifat tetap. Maka perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai lahan 

yang dialokasikan sebagai permukiman (Suharto dkk., 2018). Kedua, di 

Kota 
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Manado, kondisi eksisting pemanfaatan dan kapasitas lahan terpakai telah 

mengalami peningkatan. Akibat dari pertumbuhan penduduk dan terjadinya 

urbanisasi, sehingga berdampak pada kapasitas daya tampung lahan kawasan 

terencana dan bisa terjadi bencana alam (Pricylia, dkk 2018). Ketiga, di Kota 

Palu terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat pada tahun 2017 diikuti 

dengan peningkatan daya tampung lingkungan yang menyebabkan terjadinya 

bencana alam pada tahun 2018, berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa 

peningkatan kerentanan masyarakat terhadap bencana merupakan imbas dari 

peningkatan populasi di daerah yang mengalami tekanan lingkungan dan 

rawan bencana (Santoso dkk., 2019). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Tujuan dikeluarkannya regulasi ini telah 

tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 

2012, Bab I, Pasal 2 yaitu Tujuan penataan ruang wilayah adalah 

Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Tahun 2029 Melalui 

Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan 

Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan. Yang 

dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem 

alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan 

kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman 
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hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang. Salah satu 

kasusnya yaitu Kabupaten Tanah Datar yang mempunyai wilayah kemiringan 

lereng diatas 27% dan pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2017 

sebesar 1,2% per tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi 

berdampak pada daya lingkungan Kabupaten Tanah Datar karena masyarakat 

yang memanfaatkan SDA tidak memperhatikan daya lingkungannya (Umar, 

dkk 2017). 

Begitu juga yang terjadi di Kota Padang, Kota Padang adalah salah satu 

kota di Indonesia yang mengalami kepadatan penduduk. Menurut Badan 

Statistik Sumatera Barat (2021), Kota Padang menjadi kota terpadat ke-1 di 

Sumatera Barat. Jumlah penduduk di Kota Padang pada tahun 2021 yaitu 

sebanyak 913.448 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang 

pesat sekarang ini. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

2010-2030, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (33) yang 

menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang 

selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola 

pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan 

perencanaan tata ruang. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Padang yang 

tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 dalam pasal 5 dengan 

tujuan mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi 
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bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, 

industri dan pariwisata. 

Salah satu bentuk kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah 

termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030, Bab IV Pasal 6 poin f, 

meliputi: 

f) pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang 

kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, 

kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana; 

 

Melihat kondisi saat ini, penataan ruang di Kota Padang belum optimal 

dilihat dari pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter 

ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, 

kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana. Hal ini, dilihat dari 

berbagai permasalahan dibawah ini, seperti: 

Pertama, kurang maksimalnya penataan kawasan di Kota Padang, 

seperti zona industri, zona pertanian, dan zona permukiman penduduk dapat 

menimbulkan masalah rentan di Kota Padang. Misalnya, belum optimalnya 

penataan zona pemukiman penduduk dan kawasan pemukiman kumuh yang 

berdampak kepada munculnya permasalahan banjir dan penyakit. 

Pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor yang mendorong 

pertumbuhan permukiman. Akibat dari penataan pemukiman yang kurang 

menimbulkan permukian kumuh seperti Sawahan Timur. Pernyataan ini 

didukung oleh temuan (Asmariati dkk., 2020) tingkat ke kumuhan Sawahan 
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Timur disebabkan karena rendahnya penataan pemukiman lahan penduduk, 

ini juga menyebabkan munculnya daerah kumuh di Sawahan Timur. 

Kedua, kurangnya penataan pemukiman penduduk menyebabkan tidak 

terbendungnya arus urbanisasi se-Kota Padang. Dampak yang muncul 

berkaitan dengan penggunaan lahan yang tidak teratur dan berakibat pada 

penurunan kualitas lingkungan, sehingga daerah resapan air berkurang dan 

kondisi drainase perkotaan memburuk. Pernyataan ini didukung oleh 

Pengamat bidang Lingkungan Hidup Unand, Ardinis Arbain (2020), 

mengungkapkan bahwa salah satu penyebab banjir di Kota Padang ialah 

sistem tata aliran air yang belum optimal. Menurut BPBD Kota Padang 

(2021) tercatat ada 8 kecamatan di Kota Padang yang sering mengalami 

banjir, salah satu dari kecamatan tersebut adalah Kecamatan Padang Timur. 

Ketiga, kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang 

menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat 

kegiatan pembangunan. Contohnya pada Kelurahan Sawahan Timur. Seperti 

yang tertuang dalam SK Walikota No. 163 Tahun 2014 tentang Lokasi 

Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Padang. Tingkat 

kekumuhan Sawahan Timur adalah kumuh ringan dengan tipologi, yang juga 

disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan perilaku 

masyarakat. 

Keempat, kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang 

pada aktivitas pembangunan di lereng bukit yang berdampak pada 

keselamatan penduduk. Salah satu contohnya yaitu pembangunan kampus 
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UIN III di Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sisi 

positif dari adanya kampus UIN III di Sungai Bangek (2020) yaitu dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun pembangunan ini menuai 

dampak positif tetapi akan berisiko pada penduduk, seperti terkenanya 

longsor. Permasalahan ini dikemukakan oleh Staff Bidang Pengendalian, 

Evaluasi dan Pelaporan, Indra menyatakan pengembangan kawasan hunian di 

wilayah Timur Kota Padang berisiko karena daerahnya yang merupakan 

daerah tangkapan air, sehingga tidak bisa dikembangkan sepenuhnya menjadi 

kawasan terbangun. 

Berdasarkan permasalahan diatas, saya tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan 

Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di 

Kecamatan Padang Timur Kota Padang. 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pada Latar Belakang di atas dapat disimpulkan bahwa 

Identifikasi Masalahnya adalah: 

1. Kurang maksimalnya penataan kawasan di Kota Padang. 

 

2. Kurangnya penataan pemukiman penduduk menyebabkan tidak 

terbendungnya arus urbanisasi se-Kota Padang. 

3. Kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang 

menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. 
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4. Kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang pada 

aktivitas pembangunan di lereng bukit yang berdampak pada 

keselamatan penduduk. 

C. Pembatasan Masalah 

 

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus kepada permasalahan 

yang akan diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan: 

Pertama, kurang maksimalnya penataan kawasan di Kota Padang. 

Kedua, kurangnya penataan kawasan pemukiman penduduk di Kota Padang 

menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat 

kegiatan pembangunan. 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka didapatkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: yang 

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan 

Padang Timur Kota Padang? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Kebijakan 

Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang?  
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E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan implementasi Kebijakan 

Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat 

implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur 

Kota Padang 

F. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat 

penelitian sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu konsep Administrasi Negara, khususnya 

Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan. 

2. Secara Praktis 
 

a. Bagi Instansi 

 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemda dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan implementasi 

Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur Kota Padang
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b. Bagi Peneliti Lain 

 

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan 

implementasi Kebijakan Pengembangan Permukiman Berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Padang Timur 

Kota Padang 


